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Abstrak
Penelitian ini mengkaji mengenai merebaknya isu gender yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir dari Anne Phillips. Menurut Phillips, terdapat dua hal yang mendasari adanya isu gender yaitu ruang privat dan ruang publik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian, maka dilakukan wawancara, observasi, dan juga bantuan dari data-data sekunder yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pertama, adanya isu gender yang dialami oleh politisi perempuan yang duduk di DPRD. Anggota DPRD laki – laki sering mengejek, menghina, bahkan menekan dengan ucapan – ucapan ketika anggota perempuan menyampaikan pendapatnya dalam rapat anggota. Hasil penelitian yang kedua adalah politisi perempuan memandang isu gender dalam tiga hal yaitu dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga hal tersebut yang paling sering mengalami isu gender. Dalam bidang ketenagakerjaan contohnya buruh migran dan PRT, dalam bidang kesehatan contohnya adalah reproduksi dan masalah penyakit menular seksual yang dianggap disebabkan oleh perempuan, dan dalam bidang pendidikan adalah bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena nantinya perempuan hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga.
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Pendahuluan
Seiring dengan berjalannya waktu, kata perempuan dan kata politik sudah tidak asing didengar. Bahkan perempuan dan politik sudah saling berkaitan. Ini disebabkan karena saat ini sudah banyak perempuan yang berkecimpung di dunia politik. Banyak dari mereka yang menjadi politisi layaknya pria seperti Megawati Soekarno Putri, Indah Kurnia, Rieke Dyah Pitaloka, dan masih banyak lagi. Kedudukan mereka di dunia politik juga bukan kedudukan yang rendah, Megawati contohnya pernah menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Beliau menjadi satu–satunya presiden perempuan pertama di Indonesia. Selain Megawati, Indah Kurnia dari PDIP, Nurul Arifin dari Golkar, Noura Dian Hartarony dari Gerindra, dan Rieke Dyah Pitaloka dari PDIP juga merupakan politisi perempuan yang berhasil duduk di parlemen.
Masih banyak lagi politisi perempuan yang jabatannya setara dengan laki-laki. Walikota Surabaya Tri Rismaharini, menteri–menteri perempuan contohnya Sri Redjeki Sumartoyo, Khofifah Indar Parawangsa, Sri Mulyani, Mari Eka Pangestu, Siti Fadhilah Supari, Meutia Hatta Swasono, Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Linda Gumelar. Selain menjabat sebagai menteri, banyak perempuan–perempuan Indonesia yang menjabat sebagai gubernur di masing-masing provinsi seperti Ratu Atut Choisiyah sebagai Gubernur Banten, Bupati Karang Anyar Rina Iriani, Bupati Kebumen Rustriningsi, Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widiastuti, Bupati Banyuwangi Ratna Ari Lestari, dan masih banyak lagi. Banyaknya perempuan yang menjadi politisi tersebut mencerminkan bahwa keberadaan perempuan sudah mulai diperhitungkan. 
Diskriminasi yang dialami oleh perempuan sangat beragam bentuk dan jenisnya. Misalnya perbedaan memperoleh pendidikan, dimana laki–laki harus sekolah tinggi sedangkan perempuan tidak perlu. Perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya bila perempuan telah menikah maka tugas perempuan hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Selain itu, contoh lain tentang diskriminasi juga dapat dilihat dari perbedaan memperoleh pekerjaan, dimana laki–laki lebih memiliki banyak peluang dalam hal pekerjaan, contohnya sebagai pemimpin suatu komunitas atau menjadi pemimpin kantor misalnya, laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan perempuan. Hal itu disebabkan karena anggapan sebagian besar masyarakat pada umumnya bahwa perempuan itu tidak cocok melakukan pekerjaan laki–laki. Perempuan dianggap makhluk yang lemah, sehingga tidak mampu bekerja sebagai atau seperti laki–laki. Oleh karena perempuan banyak mengalami diskriminasi seperti yang jelaskan, maka banyak perempuan ingin disamakan dengan laki–laki. Banyak perempuan yang sadar bahwa dirinya mampu bersaing dengan laki–laki dan berperan seperti laki-laki, sehingga mereka menuntut adanya kesetaraan gender.
Secara normatif, kaum perempuan yang duduk di parlemen khususnya DPRD memiliki hak–hak yang seharusnya diperoleh oleh perempuan. Hak–hak tersebut adalah hak interpretasi, hak untuk memperoleh informasi publik, dan hak perlindungan. Namun, pada kenyataannya perempuan yang duduk di parlemen khususnya DPRD masih minim. Selain itu, kesadaran gender dari para anggota perempuan juga masih minim, baik dalam budaya patriarkhi maupun sistem yang berlaku. Hal ini menyebabkan hak–hak perempuan di DPRD tidak dapat terealisasikan. Agar tercipta keadilan bagi perempuan, maka perlu memperbanyak jumlah perempuan yang duduk pada jabatan–jabatan strategis yang berperan juga dalam pengambil keputusan yaitu dengan duduk dalam DPRD.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan yang dikemukakan yaitu  mengenai isu yang hadir dan terkait dengan kedudukan perempuan di DPRD, tanggapan politisi perempuan DPRD terhadap isu gender dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, dan mengenai aliran feminisme yang menjadi tanggapan politik perempuan terhadap isu gender dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu yang timbul setelah perempuan masuk di jajaran DPRD, mengetahui bagaimana tanggapan politisi perempuan yang telah menjabat anggota legislatif mengenai isu gender, dan untuk mengetahui aliran feminisme dari tanggapan politik perempuan terhadap isu gender dalam bidang bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data-data berupa informasi akan didapatkan secara langsung dari informan yang terkait. Selanjutnya dari informan tersebut data-data yang didapat kemudian akan diolah lebih lanjut oleh peneliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 
Manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis, penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah bagi kalangan akademis berupa informasi mengenai isu gender yang terjadi dalam dunia politik dan secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada mahasiswa mengenai kesetaraan gender dalam dunia politik.
Kajian Teoritik 
Feminisme Liberal, melihat bahwa hakekat manusia terletak pada kesadaran, keunikan pada setiap individu, dan untuk menjadi bebas manusia harus menggunakan rasio karena rasionalitas sangat penting untuk mencapai kebebasan. Penalaran rasio penting untuk mengerti prinsip–prinsip moralitas yang dapat menjamin otonomi manusia dan dapat menjadi bebas. Beberapa tokoh feminisme liberal menekankan persamaan pada kesempatan pendidikan (Wollctonecraft) dan juga mementingkan terpuaskannya pleasure dan happiness (Mill dan Taylor). Perempuan juga harus sadar sebagai makhluk rasional yang mempunyai hak sipil, ekonomi, benefit dari publik seperti jaminan sosial dan sebagainya. Tokoh dan karya feminisme liberal adalah Alison Jaggar, Mary Wollstonecraf, John Stuart Mill, Harlet Taylor, Angela Davis, dan Anne Phillips.
Ada tiga hal utama yang diangkat oleh Philips dalam persoalan feminis politik, dua diantaranya telah menjadi problema krusial pada tahun 1970-an dan tema yang terakhir merupakan problema yang terjadi masa ini. Tema yang pertama adalah pemisahan antara ruang publik dan privat, yang kedua adalah kesalahan definisi politik seperti yang telah terjadi pada lapisan masyarakat selama ini,. Kedua hal ini diperkenalkan sebagai jalan untuk memahami pengeluaran perempuan dari posisi kewarganegaraan yang penuh. Philips melihat bahwa perempuan itu dibatasi pada hal yang privat, pada lapisan domestik dengan kewajiban yang mereka miliki untuk mengurus anak, mengurus rumah, dan secara konseptual perempuan dibatasi dengan sebuah pendapat yang kuat sehingga perempuan hanya dapat diterima dalam kapasitasnya sebagai istri ataupun ibu dan tidak beraktivitas dalam hal lainnya. Perempuan telah diasosiasikan dengan dunia privat, sedangkan laki–laki diasosiasikan dengan dunia publik yakni politik dan dunia kerja, pemisahan seperti ini telah terjadi sejak lama dan membuat perempuan memiliki prospek yang kecil untuk mengambil tempat layaknya laki–laki sebagai warganegara yang utuh dan memiliki hak yang sama (Sastriyani, 2009: 112-113).

Menurut Philips, memenangkan hak suara dalam politik saja tidak cukup untuk membuat perempuan mencapai persamaan seperti yang didapatkan laki–laki, tetapi dibutuhkan hal–hal yang lebih fundamental untuk dapat melakukan verifikasi pada pembagian ruang antara publik dan privat yang pada akhirnya akan menghancurkan asosiasi yang terjadi pada gender.


Dalam dunia politik sendiri sebenarnya perempuan sudah berada dalam status yang terpinggirkan. Bahkan menurut Philips, dalam dunia politik perempuan telah dikeluarkan, ditiadakan dalam dunia serta aktivitas politik. Perempuan telah ditiadakan sejak politik pertama kali didefinisikan. Politik diterima dan dirasakan pada ruang yang sangat sempit dan diwakili oleh satu term saja yakni maskulin.
Menurut Philips, untuk menghadapi tantangan politik perempuan yang berada di bawah representasi memberikan dua keuntungan. Pertama, persoalan gender dalam politik secara diartikan ke sebuah ekskusivitas dengan menjadikan banyak perempuan untuk masuk dalam dunia politik. Hal ini mendorong adanya arah yang berfokus pada hal–hal yang termasuk dalam politik seolah–olah seluruhnya terpisah dari ekonomi sosial, sebagai mana adanya pengabaian perbedaan atau peningkatan proporsi perempuan dalam politik. Keuntungan kedua, sebagai kritik terhadap kesalahan netralitas dan kesalahan imparsialitas, kemudian merujuk pada suatu hal yang lebih umum yaitu politics of gender yang menghubungkan hierarki ras dan etnis.

Hasil yang diperluas oleh feminis politik disamping memberikan keuntungan juga memberikan resiko. Menurut Philips, salah satu resikonya adalah penempatan gender sebagai perpanjangan dari perbedaan (gender, seksualitas, ras, etnis, agama), hal ini sangat mengganggu sekaligus mengingatkan daftar panjang pejuang kelas sosial lama yang digunakan untuk mempersiapkan ketika pada akhirnya dipaksa untuk mengakui bahwa kelas tidak hanya membagi.

Pembahasan
Feminisme politik dipakai untuk menjelaskan persoalan yang menyangkut hubungan antara perempuan dan politik. Pendekatan feminis politik tidak jauh berbeda dengan teori politik lainnya, namun yang menjadi keunggulan dalam teori ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan sebuah sistem politik yang adil, tidak hanya bagi perempuan tapi untuk semua warga negara. Feminisme politik juga tidak menggunakan sexual difference sebagai kriteria yang membedakan porsi laki–laki dan perempuan dalam politik. 

Phillips memiliki dua pandangan terhadap feminisme politik, yang pertama adalah pemisahan antara ruang publik dan privat dan yang kedua adalah kesalahan definisi politik, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat saat ini. Phillips melihat bahwa perempuan itu dibatasi pada hal yang privat, pada lapisan domestik, sesuai dengan kewajiban yang mereka miliki seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga. Perempuan dibatasi dengan sebuah anggapan, pendapat, maupun kebudayaan yang kuat, sehingga perempuan hanya bertugas sebagai istri, sebagai ibu yang mengurus suami dan anak–anaknya. Perempuan juga tidak diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas lainnya.


Perempuan telah diasosiasikan dengan yang privat yaitu mengurus rumah tangga dan laki–laki diasosiasikan dengan yang publik yaitu berkecimpung di dunia kerja termasuk politik. Pemisahan yang privat dan yang publik tersebut menyebabkan perempuan memiliki prospek yang kecil untuk menjadi sama dengan laki–laki atau minimal mengambil tempat layaknya laki–laki, sebagai warga negara yang utuh dan memiliki hak yang sama dalam negara. Tidak hanya dalam lingkungan politik saja, dalam kehidupan sehari–hari pun masih banyak kesulitan bagi perempuan untuk mendapatkan akses, mendapatkan hak yang sama dengan laki–laki. Hal itu merupakan hambatan bagi perempuan untuk maju. Hal itu sulit untuk dihilangkan karena adanya budaya yang sudah ditanamkan sejak kecil yaitu bahwa perempuan hanya bertugas di sektor privat seperti ibu rumah tangga, sementara laki–laki boleh bekerja di sektor publik.
Seperti yang dikatakan Phillips bahwa perempuan diasosiasikan sebagai hal yang privat dimana tugasnya hanya mengurus anak dan rumah tangga, istri tidak perlu bekerja di luar rumah karena bekerja di luar rumah merupakan tugas laki–laki (ruang publik). Persoalan seperti ini memang sudah ada sejak lama dan merupakan persoalan feminisme yang mungkin banyak diterapkan oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya.
Persoalan antara hal yang privat dan hal yang publik seperti yang dikatakan Phillips ternyata tidak semudah itu, karena masih banyak persoalan yang lebih rumit dibandingkan hanya pemisahan tugas istri yang hanya mengurus rumah tangga dan suami yang bekerja. Pembahasan ruang privat dan ruang publik memberi pengaruh pada jalan perempuan untuk dapat berpartisipasi terhadap aktivitas yang terjadi dalam ruang publik.
Ruang publik merupakan sebuah ruang lingkup yang luas dimana di dalamnya berbagai macam aktivitas kehidupan terjadi, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ruang publik menjadi instrumen prasyarat bagi kebebasan politik subjek. Perempuan yang tersisihkan dari dunia politik disebabkan oleh aturan yang sangat kuat yang mengatur pembedaan antara yang privat dan yang publik. Pembedaan ini memotong akses perempuan ke ruang publik sehingga perempuan ditekankan pada kewajiban–kewajiban di lingkup privat. Pembedaan tersebut juga tidak lepas dari adanya sebagian besar masyarakat pada umumnya yang masih menerapkan budaya patriarkhi. Adanya budaya patriarkhi ini juga menyebakan perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang sangat banyak, sehingga membuat mereka sulit untuk berpartisipasi dalam ruang publik.

Isu Gender dalam DPRD

Dalam dunia politik, keterwakilan perempuan diharapkan dapat tercapai dengan baik karena mereka dianggap lebih memahami keinginan perempuan, sehingga perempuan yang duduk di parlemen diharapkan dapat menyampaikan aspirasi perempuan di luar sana, sehingga kebutuhan perempuan yang sesungguhnya dapat tercapai. Namun kenyataannya, perempuan memiliki hambatan dalam menyampaikan aspirasi karena mereka memiliki rasa kurang percaya diri untuk mengajukan gagasan atau pendapat. IT mengatakan bahwa bersaing dengan laki–laki dalam parlemen tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terhambatnya perempuan dalam menyampaikan aspirasi disebabkan oleh anggota laki–laki yang bersikap sinis terhadap usulan yang diajukan oleh anggota perempuan dan usulan yang berkaitan dengan perempuan. 

Dalam dunia politik, sebenarnya politik memerlukan unsur–unsur yang membantu menunjang agar politik dapat berjalan dengan semestinya. Dalam politik harus terdapat kebebasan, komunikasi, tindakan, dan subjek politik. Semua unsur tersebut merupakan dimensi ruang publik, dimana dalam ruang publik unsur–unsur tersebut bisa berjalan. Agar dapat menjadi subjek politik diperlukan kebebasan seperti kebebasan berargumen, menyuarakan pendapat, perlunya komunikasi, dan tindakan yang dilakukan. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya maka politik pun juga tidak bisa bekerja.
Ada beberapa hal yang menyebabkan anggota perempuan tidak banyak berbicara dalam rapat keanggotaan. Pertama, melihat dari latar belakang pendidikannya, tidak terlalu banyak anggota perempuan yang latar belakang pendidikannya berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD, maka tidak heran jika dalam sidang–sidang DPRD anggota perempuan terlihat pasif, tidak banyak mengajukan pendapat dan usulan, kurangnya keberanian untuk menyampaikan pendapat dan minimnya pengetahuan bidang politik, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan anggota perempuan tidak banyak berargumen dalam sidang.
Faktor yang kedua adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak memilah antara caleg perempuan dan laki–laki, padahal kebutuhan dan tantangan yang dihadapi antara caleg laki–laki dan perempuan sangatlah berbeda. Hal ini menyebabkan kebutuhan perempuan tidak dapat terpenuhi karena partai tidak melihat berdasarkan kualitas perempuan melainkan hanya sebagai syarat agar dapat mengikuti pemilu.
Faktor yang ketiga adalah sikap anggota legislatif laki–laki yang sinis terhadap usulan program perempuan turut menghambat keberanian anggota legislatif perempuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Meskipun tidak semua anggota legislatif laki–laki bersikap demikian, suara sinis dan bernada mengejek tersebut membuat anggota legislatif perempuan enggan mengajukan usul, terutama yang berkaitan dengan persoalan perempuan.
Faktor yang keempat adalah kurangnya kualitas dan kemampuan anggota perempuan dalam menyampaikan gagasan. Selain itu, jumlah anggota perempuan terlampau kecil dibandingkan laki–laki, sehingga suara perempuan seakan tidak terdengar jika ada rapat anggota. Persoalan kualitas personal anggota legislatif perempuan dalam menyampaikan usulan menjadi faktor penting yang menentukan apakah anggota laki–laki akan mendukung usulan anggota perempuan atau tidak.
Faktor yang kelima adalah kurangnya rasa percaya diri pada anggota legislatif perempuan. Dalam parlemen, dominasi anggota laki–laki terlihat sangat mencolok. Mereka berani berbicara secara keras dan tegas, meskipun tidak jarang substansi pembicaraan tidak terarah. Sikap keras dan tegas semacam itu yang tidak dimiliki oleh anggota legislatif perempuan, sehingga di tengah–tengah sidang legislatif suara mereka cenderung tenggelam, bahkan memilih tidak banyak bicara.
Faktor yang keenam adalah kurangnya pemahaman mengenai isu perempuan. Sebagian besar anggota legislatif perempuan belum sepenuhnya paham bahwa salah satu tugas mereka adalah memperjuangkan kepentingan perempuan. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi salah satu sebab kurang terakomodirnya kepentingan perempuan di DPRD.
Merujuk pada pemikiran Anne Phillips, kualitas dari demokrasi dijamin dengan luasnya hak pilih terhadap semua orang dewasa, baik laki–laki maupun perempuan yang mampu mengkontribusikan suaranya untuk pendapat yang menguntungkan bagi kancah publik, dan yang biasa terjadi adalah peranan politikus untuk membawa pesan. 
Kebutuhan perempuan dapat terpenuhi jika perempuan dapat merasakan kebutuhan yang sama. Laki–laki tidak memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar sehingga pesan dari perempuan tidak tersampaikan. Namun persoalannya adalah perempuan yang sudah mewakili perempuan pun tidak bisa benar–benar mewakili perempuan secara seutuhnya. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki hambatan untuk mencapai itu semua. Adanya kuota 30% yang diharuskan oleh pemerintah pun terasa kurang. Bukan hanya kurang mencapai kuota tersebut tetapi juga kurang efektifnya kuota tersebut karena perempuan yang sudah duduk di parlemen tidak bisa bekerja sebagai wakil perempuan secara semestinya. Menjadi nomor urut 1 tidaklah mudah, karena adanya priotitas untuk anggota caleg laki–laki di nomor urut 1, walaupun secara kualitas perempuan tidak kalah dengan laki–laki.

Tanggapan Politisi Perempuan terhadap Isu Gender dalam Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Merujuk pada pemikiran Phillips bahwa pemisahan antara yang publik dengan yang privat menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik berada di bawah, sebagai contoh adalah adanya pembagian jenis kelamin buruh dalam keluarga maupun pasar pekerja. Sudah sejak lama perempuan memiliki tugas utama yaitu sebagai pekerja rumah dan mengurus anak, hal ini menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara utuh dan setara dalam politik bersama laki–laki. Mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan pertemuan politik ataupun menjadi aktivis partai dan mereka tidak memiliki waktu yang penuh untuk karir politik, sehingga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding laki–laki. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat perempuan lebih sedikit diwakili daripada laki–laki dalam berbagai macam pekerjaan pada aktivitas politik, sehingga keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik sangat sedikit.

Dalam ranah publik, beberapa bentuk diskriminasi gender yang menimpa perempuan merupakan variasi dari dominasi kekuasaan, dari yang kuat terhadap yang lemah, dari laki–laki terhadap perempuan, dimana perempuan dipandang negatif sebagai sosok yang lemah sehingga lebih rentan mendapat kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi.
Isu gender sangat kuat terjadi dalam hal ini karena sebagian besar yang bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran adalah perempuan, bukan laki–laki. Adanya regulasi yang tidak berpihak pda perempuan, tidak adanya pendidikan pra pemberangkatan migrasi, serta tidak adanya sensitif gender sehingga buruh migran kerap mengalami eksploitasi, stigmatisasi, dan kriminalisasi. Sedangkan TKW yang bekerja di sana tidak memiliki pengetahuan dalam hal itu, karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana cara agar bisa bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarganya di Indonesia. Kondisi yang dialami buruh migran perempuan menimbulkan banyak ketidakadilan dan isu gender yang dapat berujung pada pelanggaran HAM. 
Kesehatan perempuan belum diperhitungkan termasuk untuk akses mendapatkan jaminan kesehatan. Hal itu disebabkan oleh kebudayaan yang laki–laki harus bekerja, maka kesehatan laki–laki lebih diutamakan karena apabila laki–laki tidak sehat, maka mereka tidak bisa bekerja, sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Hal–hal sekecil itu secara tidak langsung mengakibatkan isu gender bagi perempuan karena kesehatan perempuan tidak diprioritaskan.

Prioritas kesehatan terhadap kaum laki–laki membuat kesehatan perempuan terabaikan, padahal kesehatan perempuan terutama saat hamil dan melahirkan sangatlah penting. Seperti yang dikatakan oleh ISR bahwa ibu hamil kemungkinan bisa memberikan infeksi menular seksual juga menambah diskriminasi perempuan dalam bidang kesehatan. Menurut ISR, perempuan sering mengalami intervensi dalam hal yang berkaitan dengan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya.
Dalam bidang pendidikan perempuan juga kerap mengalami diskriminasi gender. Perempuan sering tidak diperbolehkan untuk sekolah atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena perempuan hanya bertugas di rumah untuk mengurus suami dan anak. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya yang akan masuk ke dalam ruang publik adalah laki–laki karena laki–laki bertanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarga. Pendidikan menjadi hal yang sangat sulit diperoleh bagi kaum perempuan, terutama perempuan di pedesaan dimana kebudayaannya masih kental dan kebanyakan perempuan mengalami hambatan dalam menempuh pendidikan karena faktor ekonomi. 
Tanggapan Politisi Perempuan DPRD terhadap Isu Gender dalam Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan
Terdapat tiga macam paradigma dalam pendidikan yaitu paradigma kritis, liberal, dan paradigma konservatif. Penganut paradigma kritis memandang pendidikan sebagai perjuangan politik. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin dalam pendidikan. Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap The Dominant Ideology ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian menganalisis bagaimana sistem dan struktur tersebut bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Dengan kata lain, penganut paradigma ini sadar adanya diskriminasi gender dalam kehidupannya dan berusaha untuk memperjuangkan nasib mereka yang terdiskriminasi.
Bagi mereka yang menganut paradigma konservatif, ketidaksetaraan merupakan hukum alam, oleh karena itu sangat mustahil untuk dihindari karena merupakan ketentuan sejarah atau takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan merupakan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius karena dikhawatirkan akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara, adalah buah dari kesalahan mereka sendiri karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja. Diskriminasi gender dalam pendidikan sebenarnya dapat dihindari dengan cara melakukan riset ke sekolah–sekolah untuk mengetahui seberapa tergenderkan sekolah tersebut.
Segala bentuk diskriminasi gender sebenarnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, tergantung dari bagaimana korban isu gender tersebut memperjuangkan dirinya di tengah–tengah masyarakat yang sebagian besar menganut budaya patriarkhi.

Kesimpulan
Setelah perempuan memiliki kedudukan di DPRD, ternyata perempuan masih mengalami diskriminasi akibat dominasi anggota laki–laki dalam rapat anggota dewan sangatlah jelas terlihat. Kebanyakan anggota perempuan memilih diam dalam rapat–rapat parlemen karena merasa tidak mampu dan tidak yakin mereka dapat menandingi kemampuan berpolitik laki–laki, sehingga keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi mereka terhambat karena anggota laki–laki sering memberikan tekanan–tekanan pada anggota perempuan agar perempuan merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat mereka.
Perempuan kesulitan untuk menyampaikan aspirasi karena menemui banyak hambatan yang mayoritas datang dari anggota laki–laki, dimana anggota laki–laki melakukan tekanan–tekanan, cemoohan, menyepelekan, sehingga kebebasan dalam politik untuk menyampaikan aspirasi juga tidak dapat berjalan dengan efektif. 
Kebijakan–kebijakan yang ramah terhadap perempuan akan muncul dari suara–suara perempuan yang masuk ke dalam lembaga legislatif pembuat kebijakan. Ada pendapat bahwa tidak selamanya hanya perempuan saja yang dapat membawa isu–isu gender dalam politik, namun perlu diingat bahwa perempuan lebih memiliki power untuk mengartikulasikan persoalan yang dimiliki oleh perempuan karena mereka dapat memahami apa yang dirasakan oleh perempuan. Dengan kata lain, perempuanlah yang lebih mengenal apa yang benar–benar dibutuhkan oleh kaumnya.
Merujuk pada kerangka berpikir feminisme liberal seperti Anne Phillips dimana informan sering melihat terjadinya diskriminasi perempuan yang tidak hanya terjadi dalam politik. Diskriminasi perempuan ini dapat menghambat berkembangnya kemakmuran masyarakat khususnya perempuan dan potensi yang dimiliki perempuan juga tidak dapat berkembang sepenuhnya, sehingga perempuan menjadi terhalangi dalam meningkatkan kualitas dan partisipasinya dalam ruang publik, salah satunya dunia politik. Diskriminasi tersebut sering terjadi dalam tiga hal yaitu bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.
Dalam ketenagakerjaan misalnya, buruh migran yang paling sering menerima ketidakadilan gender dimana perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk melawan. Kondisi yang dialami buruh migran perempuan menimbulkan banyak ketidakadilan dan isu gender yang dapat berujung pada pelanggaran HAM. 

Dalam hal kesehatan, perempuan juga sering mengalami isu gender. Hal itu disebabkan oleh kebudayaan dimana yang bekerja adalah laki-laki, maka kesehatan laki–laki lebih diutamakan karena bila laki–laki tidak sehat maka mereka tidak bisa bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi. 
Selain isu gender dalam ketenagakerjaan dan kesehatan, para informan juga menyoroti isu gender dalam pendidikan. Menurut para informan, dalam bidang pendidikan perempuan juga kerap mengalami diskriminasi gender. Perempuan sering tidak diperbolehkan untuk sekolah atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena pada akhirnya perempuan bertugas di rumah untuk mengurus suami dan anak. 
Pendidikan menjadi hal yang sangat sulit diperoleh bagi kaum perempuan, terutama perempuan di pedesaan dimana kebudayaannya masih kental dan perempuan terhambat dalam memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi. 
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